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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1 Kajian Pustaka
Dalam kajian pustaka ini, peneliti membahas tentang Perpajakan, sistem pengendalian intern (SPI), pemeriksaan pajak, perencanaan pemeriksaan pajak, hubungan antara sistem pengendalian intern (SPI) dengan perencanaan pemeriksaan pajak, kerangka pemikiran dan hipotesis.

2.1.1 Perpajakan
Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada satu individupun yang dapat hidup sendiri tanpa tergantung kepada individu-individu lainnya, semuanya saling membutuhkan, saling bekerjasama dan saling memberikan timbal balik. Dengan kata lain adanya hak dan kewajiban individu terhadap masyarakat, hak dan kewajiban masyarakat terhadap individu, serta adanya hubungan timbal balik antara masyarakat sebagai warga negara dalam memenuhi kewajibannya terhadap  negara, dan negara kepada masyarakatnya. Hak masyarakat adalah mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakatnya yang sudah pasti memerlukan dana yang salah satunya bersumber dari pungutan pajak, masyarakat sebagai pihak yang dilindungi berkewajiban untuk turut serta demi kelancaran dalam menjalankan fungi pemerintahan dengan cara ikut serta dalam pembiayaan negara, yaitu dengan memenuhi kewajiban Perpajakannya.

2.1.1.1 Pengertian Pajak
Kata pajak pada awalnya berasal dari bahasa jawa, yaitu “ajeg” atau “pajeg” yang memiliki arti pungutan yang secara teratur ditarik dari rakyat. Sedangkan dalam bahasa inggris pajak adalah tax yang memiliki arti yang sama pula.
Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu, adalah sebagai berikut :
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah)bedasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”
(2009:22) 
Dari teori pengertian pajak di atas, pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada negara yang dilakukan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung, yang mana dana yang terhimpun digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
Pengertian pajak menurut Adriani yang dikutip oleh Mohammad Zain, adalah sebagai berikut :
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peratura-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat perstasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelanggarakan pemerintahan”
(2008:10)



Dari teori pengertian pajak di atas, pajak dapat diartikan sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat interpetasi secara langsung, yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.1.2 Fungsi Pajak
Fungsi merupakan kegunaan akan suatu hal, jadi fungsi pajak merupakan kegunaan dari dilakukannya pemungutan pajak kepada masyarakat.
Menurut Siti Kurnia Rahayu, fungsi pajak adalah sebagai berikut :
“Umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend”.
(2009:26)
Uraian dari 2 macam fungsi pajak diatas adalah sebagai berikut :
1. Fungsi Budgetair
Fungsi budgetair merupakan fungsi pajak yang utama, karena pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara atau memasukan uang dari sektor swasta (rakyat) kedalam kas negara atau dengan kata lain digunakan sebagai anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.



2. Fungsi Regulerend
Fungsi regulerend ini disebut juga sebagai fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini pemerintah ikut andil dalam mengatur dan mengubah susuanan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.
Menurut Fritz Neumark yang dikutip oleh Safri Nurmantu, fungsi pajak adalah sebagai berikut :
“Fritz Neumark mengemukakan fungsi pajak kedalam : fiscal or budgetair function, Economic function dan social function”.
(2005:54-55)
Disamping fungsi pajak sebagai fungsi budgetair dan regulerend yang telah dikemukakan sebelumnya, Fritz Neumark mengemukakan pendapat lain yang mengatakan bahwa ada 3 fungsi pajak yaitu :
1. Fiscal or Budgetair function
Fungsi pajak ini mengatakan bahwa manfaat dan eksistensi pajak adalah untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini fungsi pajak sama dengan fungsi budgetair yang telah dikemukakan sebelumya.
2. Economic Function
Fungsi pajak ini mengatakan bahwa manfaat dan eksistensi pajak adalah untuk menggalakkan tujuan-tujuan umum pemerintah seperti kestabilan moneter dan pertumbuhan ekonomi.


3. Social Function
Fungsi pajak ini mengatakan bahwa manfaat dan eksistensi pajak adalah berperan sebagai alat untuk pemerataan, yaitu untuk memperkecil perbedaan pendapatan dan kekayaan yang tidak merata diantara penduduk suatu negara. 

2.1.1.3 Penggolongan Jenis Pajak
Ada beberapa penggolongan jenis pajak di Indonesia, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung
a. Pajak Langsung adalah pajak dimana beban pajak yang harus dipikul seseorang atau  badan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak langsung dapat diartikan juga sebagai pajak yang dikenakan berdasarkan atas surat ketetapan dan pengenaannya dilakukan secara berkala pada tiap tahun dan waktu tertentu.
b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak dimana beban pajak yang harus dipikul seseorang dapat dilimpahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. 
2. Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif
a. Pajak Subyektif merupakan pajak yang erat hubungannya dengan subyek yang dikenakan pajak dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan subyek pajak yang berkaitan dengan keadaan materiilnya, seperti status kawin, tidak kawin, yang menjadi pegurang terhadap pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Obyektif merupakan pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, sehingga besarnya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan obyek tersebut atau dapat disebut juga sebagai pajak yang bersifat kebendaan, seperti pajak pertambahan nilai (PPn).
3. Pajak Pusat dan Pajak Daerah
a. Pajak Pusat adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat dalam hal  ini adalah Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mencakup : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai.
b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah ini dibagi 2 manjadi pajak pajak pemerintah daerah tingkat I dan pajak daerah tingkat II.
1. Pajak Daerah Tingkat I, meliputi : Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Bea balik nama kendaraan bermotor kendaraan diatas air. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 
2. Pajak Daerah Tingkat II, meliputi : Pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir.



2.1.1.4 Objek dan Subjek Pajak
Agar tidak salah dalam menetapkan besarnya pajak yang tertanggung, terlebih dahulu harus diketahui tentang apa yang menjadi objek pajak serta siapa yang menjadi subjek pajaknya.
a. Objek Pajak
Objek pajak adalah sesuatu yang ditujukan oleh pajak. Berdasarkan pasal 4 UU No. 17 tahun 2000, objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti : gaji, honorarium, laba usaha, bunga, deviden royalty dan imbalan lainnya.
b. Subjek Pajak
Subjek pajak merupakan manusia, individu atau badan (organisasi/perusahaan) yang diberi kewajiban untuk memenuhi kewajiban dalam Perpajakan.  Subjek pajak ini dibagi menjadi 2, yaitu :
1. Subjek Pajak dalam Negeri terdiri dari :
a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia llebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau urang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.


b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
c. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak luar Negeri terdiri dari :
a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang mejalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau emmperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak
Sejak tahun 1984, sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan Self Assesment System. Self Assesment System ini terdiri dua kata bahasa Inggris, yaitu Self yang artinya sendiri, dan to Asses yang artinya menilai, menghitung dan menaksir. 


Menurut Siti Kurnia Rahayu, pengertian Self Assesment System, adalah sebagai berikut :
“Self Assesment System adalah suatu sistem Perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.
(2009:101) 
Dengan Self Assesment System ini, pemerintah memberikan wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk : mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak sendiri, memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutangnya, menyetorkan sendiri pajak teutangnya ke Bank persepsi/kantor pos, melaporkan sendiri penyetoran pajak tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan baik dan benar.

2.1.2 Sistem Pengendalian Intern (SPI)
2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Sistem pengendalian intern pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen, yang didalamnya mencakup pengendalian-pengendalian yang digunakan oleh organisasi agar dapat menjamin bahwa tujuan organisasi dapat tercapai.


Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Mulyadi, adalah sebagai berikut :
“Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efesiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.
(2008:163)
Jadi, sistem pengendalian intern digunakan oleh organisasi sebagai alat untuk mengawasi kegiatan yang ada dalam organisasi dan mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh organisasi. 
Sedangkan pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, adalah sebagai berikut :
“Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.
(2009:19)
Untuk dapat menyelenggarakan suatu kegiatan agar dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efesien, suatu organisasi membutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang selain itu dapat mendorong ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu organisasi. Suatu organisasi memerlukan sebuah sistem yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang terkoordinasi agar dapat memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif.


2.1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Suatu organisasi membuat sistem pengendalian intern dengan berbagai tujuan. Dimana tujuan dibuatnya suatu sistem ini diharapkan dapat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut.
Tujuan sistem pengendalian intern menurut Mulyadi, adalah sebagai berikut:
“Tujuan sistem pengendalian intern dibagi menjadi dua macam, yaitu : tujuan pengendalian intern akuntansi yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi; tujuan pengendalian administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efesiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen”.
(2008:163-164)
Terdapat dua tujuan sistem pengendalian intern, yaitu tujuan akuntansi dalam menjaga kekayaan dan mengecek ketelitian data akuntansi dan tujuan administrative yang lebih kearah untuk mendorong efesiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.
Tujuan sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, adalah sebagai berikut :  
“Sistem pengendalian intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan pertundang-undangan”.
(2009:2)


Intinya sistem pengendalian intern bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan dari organisasi dapat tercapai, diantaranya yaitu tercapainya efektifitas dan efesiensi, keandalan laporan keuangan serta ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Uraian lebih jelasnya dari tujuan sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut :
1. Struktur Organisasi
Merupakan rerangka pembagian tanggungjawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan organisasi atau dapat disrtikan sebagai menggidentifikasikan kerangka hubungan formal untuk Mencapai Tujuan Organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji ketelitiannya dalam melaksanakan operasi. Sistem pengendalian intern dapat mencegah dan menemukan kesalahan.
3. Mendorong Efesiensi Usaha
Pengendalian dalam organisasi ditujukan untuk menghindari pekerjaan berganda yang tidak perlu, dan mencegah pemborosan terhadap semua aspek kegiatan termasuk pencegahan penggunaan dana yang tidak efesien.




4. Mendorong Efesiensi ditaatinya Kebijakan Manajemen
Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian intern (SPI) memberikan jaminan bahwa prosedur dan peraturan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan.

2.1.2.3 Unsur-Unsur/Komponen-Komponen Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Suatu sistem pengendalian intern memiliki beberapa unsur atau komponen-komponen pembentuknya yang menjadi standard sistem pengendalian intern. 
Unsur atau komponen-komponen sistem pengendalian intern menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), adalah sebagai berikut :  
“5 (lima) komponen dari sistem pengendalian intern menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), meliputi: Lingkungan Pengendalian (Control Environment), Penilaian Risiko (Risk Assessment), Informasi dan Komunikasi (Information and Communication), Aktivitas Pengendalian (Control Activities), dan Pemantauan (Monitoring)”.
(2007:38)
Sistem pengendalian ini terdiri dari 5 unsur atau komponen yang menjadi dasar atau acuan kepada organisasi agar dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik.


Unsur atau komponen-komponen sistem pengendalian intern menurut Siti Kurnia Rahayu, adalah sebagai berikut :
“Komponen Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang ideal meliputi:
1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment),
2. Penentuan resiko (Risk Assesment),
3. Pengendalian Aktivitas (Control Activities),
4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication), dan
5. Pemantauan (Monitoring)”.
(2009:294-297)
Sistem pengendalian intern yang ideal dalam suatu organisasi mencakup 5 komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penentuan resiko, pengendalian aktivitas, informasi dan komunikasi serta adanya pemantauan. Kelima (5) komponen sistem pengendalian intern tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment).
	Komponen ini meliputi sikap manajemen disemua tingkatan terhadap operasi secara umum dan konsep kontrol secara khusus yang mencakup etika, kompetensi serta integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi yang dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Integritas dan nilai etika, merupakan produk standar etika, perilaku organisasi dan bagaimana standar tersebut dikomunikasikan serta didorong untuk dilaksanakan. Standar tersebut mencakup tindakan-tindakan manajemen untuk menghindarkan diri atau mengurangi dorongan atau godaan yang mungkin mendorong seseorang untuk bertindak tidak jujur, melanggar hukum, atau tindakan lain yang tidak etis.

b. Komitmen atas kompetensi, mencakup pertimbangan manajemen atas tingkat kompetensi untuk tugas-tugas tertentu dan bagaimana tingkat-tingkat kompetensi ini diterjemahkan ke dalam pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan.
c. Filosofi dan gaya kepemimpinan manajemen, memberikan tanda yang jelas bagi para staf tentang arti pentingnya pengendalian. Auditor dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang memberikan kepadanya pemahaman tentang sikap manajemen terhadap pengendalian.
d. Struktur organisasi, merumuskan garis tanggung jawab dan wewenang yang ada. Dengan memahami struktur organisasi auditor dapat mempelajari dan memahami unsur manajerial dan fungsional serta merasakan bagaimana pengendalian dikaitkan dengan kebijakan dan prosedur yang dilaksanakan.
e. Komite Audit, sub komponen ini pada saat ini masih lebih ditekankan pada lingkungan sektor swasta dan badan usaha milik negara,sedangkan di sektor pemerintah belum ada. Dalam hal ini adanya komunikasi antara Dewan Pengawas dengan auditor, baik internal maupun eksternal, menjadi suatu hal yang penting dalam memecahkan/membahas berbagai masalah yang terkait dengan integritas dan tindakantindakan manajemen lainnya.
f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab, merupakan bentuk komunikasi formal berkaitan dengan pengendalian atas kegiatan yang dilaksanakan.


g. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, yang mencakup penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekruitment sampai dengan pemberhentian pegawai, penelusuran latar belakang calon rekruitment dan supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Penentuan Resiko (Risk Assesment).
	Penentuan risiko adalah identifikasi dan analisis risiko untuk menetapkan tujuan organisasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada organisasi bersangkutan.
3. Pengendalian Aktivitas (Control Activities),
	Pengendalian aktivitas adalah kebijakan dan prosedur yang dapat meyakinkan bahwa tindakan telah dilakukan untuk mengantisipasi risiko yang muncul. Pengendalian aktivitas terdiri dari :
a. Pemisahan tugas yang cukup, meliputi : pemisahan penyimpangan aset-aset dari pencatatan akuntansi, pemisahan otorisasi transaksi, pemisahan tanggungjawab operasional dari tanggungawab pencatatan dan pemisahan tugas teknologi informasi dari penggunaannya.
b. Otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat, setiap transaksi yang terjadi dapat diotorisasi dengan tepat apabila pengendalian internnya memuaskan.



c. Dokumentasi dan catatan yang cukup, dokumentasi dan catatan harus mempunyai nomor, dibuat pada saat transaksi terjadi, simple dan mudah dimengerti, dirancang untuk banyak kegunaan, disusun dalam bentuk yang memungkinkan adanya pengecekan intern dalam formulir atau catatan tersebut.
d. Pengendalian fisik terhadap aset-aset dan catatan-catatan.
e. Pengecekan terhadap pelaksanaan.
4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication), dan
	Organisasi dapat mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat serta diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif organisasi harus dapat menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, serta dapat mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus-menerus.
5. Pemantauan (Monitoring).
Pemantauan merupakan penilaian kualitas sistem pengendalian intern secara terus-menerus oleh manajemen, untuk menentukan apakah sistem pengendalian intern telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan apakah sistem pengendalian intern tersebut dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. 




2.1.3 Pemeriksaan Pajak
2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan
Ada beberapa istilah yang dipakai untuk pemeriksaan, yaitu Examnination dan Auditing.
Menurut Mulyadi pengertian pemeriksaan (examination), adalah sebagai berikut :
“Pemeriksaan (examination) adalah istilah pemeriksaan yang digunakan untuk jasa lain yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik yang berupa pernyataan suatu pendapat atas kesesuaian asersi yang dibuat oleh pihak lain dengan criteria yang telah ditetapkan”.
(2002:6)



Jasa pemeriksaan yang diberikan oleh profesi akuntan publik berupa pemeriksaan terhadap informasi keuangan prospektif dan pemeriksaan untuk menentukan kesesuaian pengendalian intern suatu entitas dengan kriteria yang ditetapkan oleh instansi pemerintah atau badan pengatur.
Sedangkan istilah  pemeriksaan (auditing) menurut Dan M. Guy yang telah diterjemahkan oleh Sugiyarto, adalah sebagai berikut :
“Auditing merupakan suatu proses sistematis yang secara obyektif memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai penegasan dari tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian antara penegasan tersebut dengan criteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya pada pihak yang berkepentingan”.
(2002:38)  
Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian  bahan bukti dari informasi yang diperoleh yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian antara informasi yang diperoleh dengan criteria yang telah ditetapkan.
2.1.3.2 Pengertian Pemeriksaan Pajak
Dilakukannya pemeriksaan pajak merupakan dampak dari diberlakukannya sistem pemungutan pajak self assesment system yang dimulai sejak tahun 1984.
Pengertian pemeriksaan pajak menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), adalah sebagai berikut :
“Pengertian pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk :
1. Mencari,
2. Mengumpulkan,
3. Mengolah data,
4. Mengolah keterangan lainnya.”
 (2007:22)
Pemeriksaan pajak pada dasarnya merupakan dampak dari diberlakukannya self assessment system sebagai suatu alat yang dapat mengawasi jalannya sistem pemungutan pajak tersebut dan sebagai alat untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Pengertian pemeriksaan pajak menurut Siti Resmi, adalah sebagai berikut:
“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
(2003:53)
Selain pemeriksaan digunakan sebagai alat untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksaan pajak juga dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.


2.1.3.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak
Pemerintah melakukan pemeriksaan pajak dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Tujuan pemeriksaan pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK 04/2000 yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu, adalah sebagai berikut :
“Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
(2009:245)
Ada dua tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak, yaitu tujuan pemeriksaan pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak (WP) dan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Tujuan pemeriksaan pajak menurut Agus Setiawan dan Basri Musri, adalah sebagai berikut :
“Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
(2007:22)
Pemeriksaan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak (WP) mempunyai dua tujuan, yaitu : untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan  dengan harapan pendapatan negara dari sektor pajak dapat meningkat.

Kedua tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Pemeriksaan pajak untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak, dilakukan dalam hal :
a. Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
b. Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
c. Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
d. Surat Pemberitahuan (SPT) memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi.
2. Pemeriksaan untuk tujuan lain, dilakukan dalam hal :
a. Pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan.
b. Penghapusan nomor pokok wajib pajak.
c. Pengkuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto.
f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
h. Penentuan satu atau lebih tempat terutangnya pajak pertambahan nilai.
i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

2.1.3.4 Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi beberapa jenis pemeriksaan. Hal ini dilakukan agar semua wajib pajak dapat diperiksa, namun karena jumlah wajib pajak yang banyak, untuk memudahkannya dibuat menjadi beberapa jenis pemeriksaan pajak.
Jenis-jenis pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu, adalah sebagai berikut :
“Apabila dikelompkkan sesuai jenisnya maka pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaan seperti berikut:
1. Pemeriksaan Rutin,
2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi,
3. Pemeriksaan Khusus.
4. Pemeriksaan Bukti Permulaan,
5. Pemeriksaan Pajak Lokasi,
6. Pemeriksaan Tahun Berjalan,
7. Pemeriksaan Terintegrasi”.
(2009:264-285)	
Terdapat 7 (tujuh) macam pemeriksaan pajak apabila dikelompokkan sesuai dengan jenisnya yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pada umumnya pemeriksaan ini didasarkan hal-hal seperti  SPT Tahunan orang pribadi atau badan yang menyatakan lebih bayar, SPT Tahunan PPh wajib pajak badan menyatakan rugi tidak lebih bayar dan lain-lain.
2. Pemeriksaan kriteria seleksi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang dipilih untuk diperiksa berdasar sistem kriteria seleksi atau sampling yang dimaksudkan untuk mengurangi unsur subjektivitas dalam suatu pemilhan wajib pajak karena proses pemilihan berdasarkan atas variabel-variabel terukur dalam suatu program aplikasi komputer. Variabel tersebut adalah rasio antara elemen dalam SPT yang dilaporkan dengan informasi atau data yang terdapat pada dirjen pajak. Dengan digunakannya sistem ini, wajib pajak yang mempunyai potensi tinggi dan menunjukkan indikasi kuat melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakannya.
3. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terutama terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengannya dan sifatnya sangat selektif dan dilakukan demi terciptanya keadilan dalam suatu pemungutan pajak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan terhadap wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana pajak, wajib pajak yang diadukan oleh masyarakat, dan wajib pajak tertentu tidak berdasar atas pertimbangan Ditjen Pajak.
4. Pemeriksaan wajib pajak lokasi adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan pabrik dan atau tempat usaha dari wajib pajak domisili.
5. Pemeriksaan tahun berjalan.yaitu pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi
6. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan kuat telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
7. Pemeriksaan terintegrasi, pemeriksaan ini diperuntukkan bagi perusahaan yang memiliki kelompok usaha yang biasanya dalam bentuk group ditemukan adanya indikasi keterkaitan dengan anggota group lain maka dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara terintegrasi.

2.1.4 Perencanaan Pemeriksaan Pajak
2.1.4.1 Pengertian Perencanaan Pemeriksaan
Suatu kegiatan organisasi dapat terlaksana dengan memberikan hasil yang lebih memuaskan apabila suatu kegiatan tersebut direncanakan terlebih dahulu oleh organisasi yang bersangkutan.
Pengertian perencanaan menurut Erly Suandy, adalah sebagai berikut :
“Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), teknik-teknik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara menyeluruh.
(2001:2)
Perencanaan merupakan penyusunan strategi-strategi dan teknik-teknik yang dibuat sebelum suatu kegiatan organisasi dilaksanakan agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai seluruhnya dengan baik. 


Pengertian perencanaan menurut Muhammad Fakri adalah sebagai berikut: 
“Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan dapat juga dikatakan sebagai suatu proses pembuatan serangkaian kebijakan untuk mengendalikan masa depan sesuai yang ditentukan”.
(http://yur4.ngeblogs.com)
Suatu organisasi untuk dapat menjalankan kegiatannya memerlukan suatu perencanaan yang didalamnya mencakup proses penentuan kebijakan organisasi agar tujuan dari organisasi di masa datang dapat tercapai.
Pengertian perencanaan pemeriksaan menurut Dan M. Guy yang telah diterjemahkan oleh Sugiyarto dkk adalah sebagai berikut:
“Perencanaan pemeriksaan merupakan hal yang penting bagi auditor untuk mengecek operasi klien dan mengidentifikasi semua potensi kesalahan”.
(2002:454)
Pentingnya suatu perencanaan bagi seorang auditor adalah untuk mempermudah auditor dalam melaksanakan tugasnya dengan terlebih dahulu mengetahui kegiatan dan mengidentifikasikan potensi kesalahan kliennya.  
Sedangkan pengertian perencanaan pemeriksaan menurut Alvin A. Arens dkk yang telah diterjemahkan oleh Tim Dejacarta, adalah sebagai berikut :
“Memperoleh sebuah pemahaman akan bisnis dan industri klien adalah salah satu langkah yang paling penting dalam perencanaan audit”.
(2001:288)
Jadi, perencanaan pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai serangkaian kegiatan yang telah disusun dan akan dilaksanakan sebelum dilakukannya pemeriksaan, dengan terlebih dahulu mengetahui dan memahami bisnis atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang akan diperiksa, dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak (WP). 

2.1.4.2 Pengertian Perencanaan Pemeriksaan Pajak
Didalam Perpajakan Perencanaan pemeriksaan ini dapat diistilahkan sebagai tahapan persiapan pemeriksaan yang terdiri dari 8 tahapan, dimulai dengan mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data sampai dengan menyediakan sarana pemeriksaan.
Pengertian persiapan pemeriksaan pajak menurut Kep-DJP No. 01/PJ.7/1990 yang dikutip oleh Agus Setiawan dan Basri Musri, adalah sebagai berikut :
“Persiapan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan-kegiatan antara lain:
1. Mempelajari berkas Wajib Pajak;
2. Menganalisis SPT dan lapora keuangan Wajib Pajak;
3. Mengidentifikasi masalah;
4. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak;
5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan;
6. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam;
7. Menyediakan sarana pemeriksaan”.
(2007:9)


Persiapan pemeriksaan pajak digunakan agar pemeriksa pajak (fiskus) dapat melaksanakan tugas pemeriksaan pajak dengan baik dan benar sesuai dengan target yang diharapakan, tahapan tersebut terdairi dari 7 point yang telah disebutkan diatas.
Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan persiapan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :
1. Mempelajari berkas Wajib Pajak.
Ada dua jenis data Wajib Pajak yang dapat dipelajari oleh pemeriksa pajak, yaitu data internal dan data eksternal.
a. Data internal Wajib Pajak, dapat dilihat dari :
1.) Sistem informasi administrasi yang digunakan,
2.) Data tunggakan Wajib Pajak,
3.) Laporan Hasil Pemeriksaan terdahulu serta Kertas Kerja Pemeriksaannya,
4.) Riwayat Keberatan/Banding/Peninjauan Kembali.
b. Data eksternal dapat dilihat dari :
1.) Media Massa (media cetak dan elektronik),
2.) Internet,
3.) Bursa.




2. Menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak;
Hal-hal yang dilakukan dalam menganalisis SPT tahunan adalah :
a. Membandingkan jenis penghasilan dari tahun ke tahun, minimal 2 tahun terakhir.
b. Membandingkan jenis biaya dari tahun ke tahun, minimal 2 tahun terakhir.
c. Membandingkan PPH terutang dari tahun ke tahun, minimal 2 tahun terakhir.
d. Membandingkan kredit pajak dari tahun ke tahun, minimal 2 tahun terakhir.
Hal-hal yang dilakukan dalam menganalisis laporan keuangan adalah sebagai berikut :
a. Membandingkan laporan laba rugi tahun pajak yang diaudit dengan peredaran usaha.
b. Membandingkan laporan laba rugi dan neraca dari tahun ke tahun, minimal dua tahun terakhir.
c. Melakukan analisis rasio.
d. Membuat daftar permasalahan apabila perbandingan yang dilakukan pada poin a dan b tidak wajar.
e. Membuat daftar pertanyaan atau interview kepada Wajib Pajak atas permasalahan yang timbul setelah dilakukan analisis.
f. Memfokuskan pemeriksaan terhadap hal yang menonjol saat dilakukan analisis laporan keuangan.
g. Memperhatikan perkiraan dalam laporan keuangan dengan membandingkan jenis usaha Wajib Pajak dan perkiraan yang sesuai.
3. Mengidentifikasi masalah.
Hal-hal yang harus dilakukan dalam melakukan identifikasi masalah adalah :
a. Membuat catatan mengenai masalah-masalah yang timbul setelah melakukan analisis dan menuangkannya dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
b. Membuat daftar prioritas, mana yang harus didahulukan guna mengetahui masalah yang ada.
c. Pemeriksa dapat menyimpulkan modus operandi Wajib Pajak yang menimbulkan permasalahan tersebut.
4. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak.
Hal-hal yang harus dilakukan dalam melakukan pengenalam lokasi adalah:
a. Mendatangi lokasi usaha Wajib Pajak sebelum dilakukan pemeriksaan pajak.
b. Melakukan wawancara kepada pegawai dan penduduk disekitar lokasi Wajib Pajak.
c. Memastikan ada atau tidaknya kegiatan membangun sendiri oleh Wajib Pajak.
5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
Hal-hal yang harus dilakukan dalam menentukan ruang lingkup pemeriksaan adalah :
a. Mempelajari sejauh mana cakupan pemeriksaan.
b. Mengkaji keterkaitan antara permasalahan yang timbul dengan lokasi usaha Wajib Pajak.
c. Memastikan ada atau tidaknya hubungan istimewa dan transfer pricing.
6. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam.
Hal-hal yang harus dilakukan dalam menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam adalah :
a. Mempelajari program pemeriksaan dan menentukan jenis buku, catatan atau dokumen yang terkait.
b. Membuat daftar peminjaman sesuai jenis pajak.
7. Menyediakan sarana pemeriksaan.
Sarana pemeriksaan ini disediakan untuk kelancaran dan kelengkapan dalam menjalankan pemeriksaan.

2.1.5 Hubungan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dengan  Perencanaan Pemeriksaan Pajak
Adanya Reformasi Perpajakan yang menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus menulis ulang Standard Operating Procedures (SOP) yang merupakan istilah dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang digunakan dalam Perpajakan. Serta dengan adanya Reformasi Perpajakan dalam struktur organisasi yang  menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi kekuarangan jumlah petugas pemeriksa pajak. 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun harus dapat menyesuaikan Standard Operating Procedures (SOP) dengan SOP yang baru dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, hal baru tersebut tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh karena itu diperlukan suatu kontrol yang dapat mengawasi pelaksanaan dari standard operating procedures baru yang telah ditetapkan sehingga dapat dijalankan seluruhnya oleh petugas pemeriksa pajak.
Selain itu kurangnya jumlah petugas pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, dimana jumlah kasus yang harus diselesaikan sebanyak 295 kasus dengan hanya ditangani oleh 21 orang petugas pemeriksa pajak dengan jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas pemeriksaan tersebut hanya 1 tahun. Sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat mengatur dan mengontrol jalannya pelaksanaan pemeriksaan pajak dengan membuat perencanaan pemeriksaan terlebih dahulu, agar dapat mengefektifkan dan mengefesiensikan waktu dan biaya untuk melakukan pemeriksaan pajak sehingga target penyelesaian pemeriksaan di setiap tahunnya dapat tercapai. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa, dengan pelaksanaan sistem pengendalian intern yang baik, maka perencanaan pemeriksaan pajak dapat dibuat dan dilaksanakan dengan baik pula yang pada akhirnya target penyelesaian pemeriksaan dapat tercapai.



2.2 Kerangka Pemikiran
Sistem pengendalian intern merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen yang ada dalam suatu organisasi dan digunakan untuk memonitor kegiatan organisasi tersebut. Sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi anggota organisasinya agar melaksanakan strategi dan kebijakan organisasi seara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang termasuk didalamnya adalah sistem pengendalian intern.  Suatu organisasi harus terus melihat, mengawasi, meneliti dan menganalisis kegiatan operasionalnya untuk menilai apakah kebijakan organisasi telah dijalankan. 
Beberapa faktor yang menyebabkan pentingnya suatu sistem pengendalian intern, yaitu : luas lingkup dan ukuran usaha yang kompleks dan meluas sehingga manajemen harus mempercayai berbagai macam laporan-laporan dan analisis untuk mengendalikan operasi secara efektif ; sistem pengendalian intern yang baik mampu melindungi kelemahan yang ada pada Sumber Daya Manusia (SDM) dan mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan seperti, pemborosan, kecurangan dan ketidak efesienan.
Sistem pengendalian intern terdiri dari dua bagian pengendalian yaitu bagian pengendalian administrasi dan bagian pengendalian akuntansi. Tujuan dari pengendalian administrasi adalah untuk  mendorong efektifitas dan efesiensi serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen, sedangkan tujuan dari pengendalian akuntansi adalah menjaga kekayaan, catatan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, untuk mengetahui lemah/kuatnya sistem pengendalian intern suatu organisasi dilakukan penilaian terhadap unsur-unsur atau komponen-komponen sistem pengendalian intern.
Menurut Supriyono, pengertian sistem pengendalian intern adalah :
“Sistem pengendalian terdiri atas kebijakan dan prosedur yang diciptakan untuk memberikan jaminan yang memadai agar tujuan organisasi dapat tercapai yaitu menjaga kekayaan dan catatan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efesiensi dan efektifitas serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.
(2000 : 46)
Sistem pengendalian intern diciptakan sebagai jaminan tercapainya tujuan organisasi yang terdiri atas kebijakan dan prosedur-prosedur. 
Menurut Lawrence B. Sawyer yang di alih bahasakan oleh Desi Adhariani, pengertian sistem pengendalian intern, adalah :
[bookmark: OLE_LINK1]“Sistem kontrol internal organisasi mencakup sarana yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang wajar bahwa semua sasaran dan tujuan organisasi dicapai secara efesien, efektif dan ekonomis....seperangkat proses, fungsi, aktivitas, subsistem dan karyawan yang dikelompokkan besama atau secara sengaja dipisahkan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran secara efektif”. 
(2005 : 65)
Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern terdiri dari struktur organisasi dan sarana yang diciptakan oleh organisasi dalam pencapaian peningkatan efesien dan efektif serta untuk mendorong ditaatinya kebijakan organisasi yang telah ditetapkan. Adanya pemisahan fungsi, aktivitas, subsistem dan karyawan dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 
Dalam hal bidang yang akan diteliti merupakan lembaga pelayanan masyarakat di sektor pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada bagian pemeriksaan pajak. Dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern adalah struktur organisasi dan sarana yang diciptakan dalam pencapaian tujuan yang efesien dan efektif terhadap perencanaan pemeriksaan agar terpenuhinya target pemeriksaan pajak dalam suatu periode tertentu dengan menganalisis unsur-unsur atau komponen-komponen sistem pengendalian intern yang ada dalam organisasi.
Menurut  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), komponen sistem pengendalian intern yaitu:
“Komponen dari sistem pengendalian intern, yang meliputi: Lingkungan Pengendalian (Control Environment), Penilaian Risiko (Risk Assessment), Informasi dan Komunikasi (Information and Communication), Aktivitas Pengendalian (Control Activities), dan Pemantauan (Monitoring)”. 
(2007 : 29)
Jadi, penilaian sistem pengendalian intern Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cibeunying dilakukan terhadap komponen-komponen sistem pengendalian intern yang terdiri dari, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi & komunikasi dan pemantauan.
Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, mengatakan bahwa :
”Sistem pengendalian intern terdiri atas unsur :
a. Lingkungan pengendalian,
b. Penilaian risiko,
c. Kegiatan pengendalian,
d. Informasi dan komusikasi; dan
e. Pemantauan pengendalian intern”.
(PP No. 60 tahun 2008 : 3)
Sistem pengendalian intern terdiri dari atas komponen-komponen atau unsur-unsur yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komusikasi serta pemantauan pengendalian intern. KPP Cibeunying untuk mengetahui kuat/lemahnya sistem pengendalian intern, dilakukan penilaian terhadap unsur-unsur atau komponen-komponen tersebut diatas, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Lingkungan pengendalian merupakan landasan bagi seluruh standar pengendalian yang memberikan pengetahuan dan struktur serta suasana yang mempengaruhi mutu pengendalian dengan adanya penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penerapan kebijakan yang sehat, peran pengawasan intern yang efektif dan  hubungan kerja yang baik dengan instansi lain yang terkait.
b. Penilaian resiko merupakan identifikasi dan analisis resiko untuk mencapai tujuan organisasi dan tingkatan kegiatan organisasi serta mengambil tindakan nyata tentang risiko tersebut.
c. Kegiatan pengendalian atau aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dapat meyakinkan bahwa tindakan telah dilakukan untuk mengantisipasi risiko yang muncul dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, yang meliputi pemisahan tugas, otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat, dokumentasi dan pencatatan yang cukup, pengendalian terhadap aset-aset dan catatan-catatan, serta pengecekan terhadap pelaksanaan.
d. Informasi dan komunikasi mengidentifikasikan, mencatat dan mengkomunikasikan informasi secara efektif dengan menyediakan sarana komunikasi dan mengembangkan sistem informasi secara terus-menerus.
e. Pemantauan sistem pengendalian intern (monitoring) yang merupakan penentuan kualitas dari pelaksanaan sistem pengendalian intern yang dilakukan secara terus-menerus untuk menilai apakah sistem pengendalian intern tersebut telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Menurut Indra Bastian pengertian perencanaan adalah :
“Perencanaan menentukan apa yang dikehendaki suatu organisasi dimasa yang akan datang dan bagaimana upaya mencapainya”.
(2001 : 104)
 Karena jumlah Wajib Pajak (WP) yang diperiksa dengan jumlah petugas pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cibeunying tidak sebanding, maka untuk memprioritaskan pemeriksaan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu, dilakukan perencanaan pemeriksaan pajak agar target pemeriksaan pajak dapat tercapai dengan melaksanakan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. 
Menurut Hasen.Mowen yang dialih bahasakan oleh Dewi Fitriasari dan Deny Arnos K, pengertian perencanaan adalah :
“Perencanaan adalah pandangan kedepan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan  agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu”.
(2004 : 354)
Agar dapat mencapai target pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying menyusun perencanaan pemeriksaan pajak dengan melakukan pertimbangan untuk menyusun prioritas pemeriksaan pajak dan menyiapkan perisapan pemeriksaan pajak.
Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa perencanaan merupakan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang ditentukan oleh organisasi dimasa yang akan datang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Dalam lingkup pemeriksaan pajak, perencanaan meliputi persiapan-persiapan pemeriksa pajak sebelum pemeriksaan pajak dilaksanakan. 
Menurut pasal 1 angka 25  Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa :
 “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan”. 
(2008 : 304)
Pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat perpajakan untuk menghimpun data, keterangan atau bukti dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh masyarakat yang sudah memenuhi kriteria wajib pajak baik badan atau pribadi. Ruang lingkup pemeriksaan pajak meliputi pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan, jenis pemeriksaan ada pemeriksaan rutin, pemeriksaan kriteria seleksi dan pemeriksaan khusus. Kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam satu periode tertentu mencakup semua pemeriksaan yang telah disebutkan diatas.
Menurut Waluyo pengertian pemeriksaan pajak adalah :
“Pemeriksaan pajak merupakan upaya dalam menilai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap wajib pajak dengan perlakuan yang sama”.
(2008 : 304) 
 Setiap wajib pajak mempunyai tingkat kemungkinan yang sama untuk dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak dilakukan semata-mata untuk mengukur tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Siapapun yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan dalam perpajakan, akan dilakukan pemeriksaan dan ditindaklanjuti.  
Adapun persiapan dalam melakukan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu adalah :
“Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut: 
1. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data,
2. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak,
3. Mengidentifikasi masalah,
4. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak,
5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan,
6. Menyusun program pemeriksaan,
7. Menentukan buku-buku dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam,
8. Menyediakan sarana pemeriksaan”.
(2009 : 286)

Delapan tahapan persiapan pemeriksaan diatas dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan wajib pajak, diantaranya adalah kegiatan usaha, kewajiban perpajakan, organisasi dan administrasi perpajakan, struktur permodalan, susunan direksi.
2. Menganalisis Surat Pemberitahuan (SPT) dan laporan keuangan Wajib Pajak (WP) bertujuan untuk mempermudah pemeriksa dalam mamastikan kewajaran Wajib Pajak (WP) dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. 
3. Mengidentifikasi masalah dapat diperoleh dari hasil mempelajari berkas, analisis Surat Pemberitahuan (SPT) dan laporan keuangan untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan dan teknik pemeriksaan yang sesuai.
4. Melakukan pengenalan lokasi bertujuan untuk mendapatkan kepastian mengenai alamat Wajib Pajak (WP), lokasi Wajib Pajak (WP), denah lokasi, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang perlu diketahui, misalnya jam kerja.
5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan dapat diartikan sebagai seberapa luas pemeriksaan yang akan dilakukan dan arah pemeriksaannya.
6. Menyusun program pemeriksaan merupakan langkah atau prosedur yng akan dilakukan dalam pemeriksaan agar dapat mempercepat penyelesaian pemeriksaan dan tepat sasaran.
7. Menentukan buku, catatan, dan dokumen yang akan dipinjam berkaitan dengan permasalahan yang telah disusun dalam program pemeriksaan. 
8. Menyediakan sarana pemeriksaan mencakup kartu tanda pengenal pemeriksa surat-surat dan formulir berkaitan dengan pemeriksaan pajak.
Namun karena petugas pemeriksa pajak di tiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) jumlahnya berbeda-beda, apabila dalam satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) jumlah wajib pajak yang harus diperiksa banyak sedangkan petugas pemeriksa pajaknya sedikit, maka diperlukan suatu sistem pengendalian manajemen yang didalamnya terdapat sistem pengendalian intern untuk mengambil keputusan pemeriksaan mana yang dijadikan prioritas utama, karena selain jumlah petugas pajak terbatas, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga mempunyai target pemeriksaan dalam tiap periodenya. Sistem pengendalian intern digunakan agar tujuan atau target pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat tercapai.
Sistem pengendalian intern dalam Perencanaan pemeriksaan digunakan untuk mengetahui bahwa rencana-rencana pemeriksaan telah dilaksanakan. Semakin banyak rencana pemeriksaan yang dapat terlaksana semakin baik hasil pemeriksaan  pajaknya. 
Sebuah artikel mengatakan ada 60 kesalahan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak, yang dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu : kesalahan dalam hubungannya dengan wajib pajak, kesalahan dalam pekerjaannya dan kesalahan menyangkut kepribadiannya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1.



	Tabel 2.1
Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh auditor
	1. 
	Kesalahan dalam hubungannya dengan wajib pajak 
	1. Terlalu percaya pada wajib pajak.
2. Terlalu tidak percaya pada wajib pajak.
3. Terlalu lembek terhadap wajib pajak.
4. Terlalu keras terhadap wajib pajak.
5. Mengikuti irama kerja wajib pajak.
6. Menghadiri undangan makan siang.
7. Menerima uang dari wajib pajak.
8. Membiarkan akomodasi perjalanan ditanggung wajib pajak.
9. Memeras wajib pajak.
10. Membiarkan diri diperas/diperalat wajib pajak. 

	2.
	Kesalahan dalam pekerjaannya
	1. Tidak melakukan kunjungan ketempat wajib pajak.
2. Tidak melihat proses produksi.
3. Tidak masuk keruangan accounting.
4. Tidak bertanya kepada bagian selain accounting.
5. Tidak memberikan tenggat waktu kepada wajib pajak.
6. Tidak membuat catatan rekaman pekerjaan.
7. Tidak memiliki administrasi tugas yang baik.
8. Tidak mengikuti aturan perkembangan peraturan perpajakkan.
9. Tidak mengikuti perkembangan usaha.
10. Tidak memantau perkembangan di lingkungan DJP.
11. Tidak memanfaatkan software peraturan perpajakkan.
12. Tidak menguasai MS Exel.
13. Tidak membuat analisis arus uang.
14. Tidak meneliti pembelian bahan.
15. Tidak membuat pengujian keterkaitan.
16. Tidak mencari data dari pihak ketiga.
17. Tidak membuat informasi kepada pihak ketiga.
18. Malas melakukan riset.
19. Tidak mendokumentasikan hasil riset.
20. Tidak memiliki daftar FAQ.
21. Tidak memiliki template KKP dan LPP.
22. KKP dan LPP sukar dibaca dan dimengerti.
23. Tidak memeriksa voucher/bukti eksternal.
24. Tidak memanfaatkan database internal.
25. Tidak mengikuti perkembangan teknologi.
26. Tidak meneliti dokumen-dokumen ditempat wajib pajak.
27. Tidak membuat analisis komparasi laporan keuangan.
28. Tidak memeriksa akun dalam neraca.
29. Tidak meneliti laporan arus kas.
30. Tidak meneliti laporan produksi.
31. Tidak memahami usaha wajib pajak.


	3.
	Kesalahan menyangkut kepribadiannya
	1. Kecanduan internet.
2. Menumpuk pekerjaan di akhir waktu.
3. Tidak bersosialisasi.
4. Tidak punya selera humor.
5. Tidak dekat dengan tuhan.
6. Terlalu menuruti kemauan atasan.
7. Terlalu membangkang kepada atasan.
8. Semerawut keadaan mejanya.
9. Tidak memperhatikan perfoma fisik.
10.  Sering tidak berada ditempat.
11. Jarang berkonsultasi pada atasan.
12. Tidak bersinergi dengan AR.
13. Tidak memperhatikan kesehatan.
14. Punya masalah keluarga.
15. Punya masalah keuangan.
16. Jarang mengikuti kegiatan internal kantor.
17. Tidak bertanya kepada ahlinya.
18. Bermental pengecut.
19. Bermental sok kuasa.


( http://taxauditor.blogspot.com), 2009
Dari tabel 2.1 di atas dapat dilihat, bahwa kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh tax auditor adalah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaannya yang didalamnya mencakup persiapan-persiapan sebelum dilakukannya  pemeriksaan pajak.



Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) :
“Auditor melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern dalam rangka menentukan luas dan lingkup audit. Informasi yang diperoleh dari pengujian pengendalian tersebut dipergunakan sebagai dasar perencanaan audit”.
(2007 : 70)
Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa sistem pengendalian intern mempunyai peranan dalam perencanaan pemeriksaan. Penilaian terhadap sistem pengendalian intern suatu organisasi dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan pemeriksaan. Dengan adanya sistem pengendalian intern Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam merencanakan pemeriksaan dengan jumlah pemeriksa yang minim sedangkan Wajib Pajak (WP) yang diperiksa banyak, diharapkan dapat mengefektifkan waktu dan biaya serta mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak,sehingga target pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat tercapai.
Perencanaan pemeriksaan pajak berawal dari pelaksanaan Perpajakan Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan melakukan sistem pemungutan pajak menggunakan Self Assesment System. Dimana sistem ini memberikan wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya pajak, sehingga adanya kemungkinan kesalahan dalam menghitung besarnya pajak, kesalahan dalam menentukan peraturan Perpajakan, penyelundupan, penggelapan dan manipulasi pajak dalam rangka penghindaran pajak. Untuk mengatasinya diperlukan suatu pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Paratama Bandung Cibeunying. 
Namun karena jumlah Wajib Pajak (WP) yang diperiksa dengan jumlah petugas pemeriksa pajak tidak seimbang yang diakibatkan dari reformasi Perpajakan, maka diperlukan suatu perencanaan dan menyusun perisapan pemeriksaan pajak. Suatu perencanaan yang strategis dapat disusun dengan baik karena penentuan skala prioritas pemeriksaan pajak mana yang lebih diutamakan memerlukan sistem pengendalian intern untuk menentukannya, sehingga dapat mengefektifkan waktu dan biaya serta dapat mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan sehingga target pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat tercapai.
Agar lebih dapat memahami kerangka pemikiran yang telah diuraikan dapat dapat dilihat pada gambar 2.1.


Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aminah  mengenai Dampak Hasil Penilaian Kelayakan dan Pengujian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Penjualan Kredit Terhadap Keputusan Penting Dalam Pelaksanaan Audit, pemahaman pengendalian intern yang memadai digunakan auditor dalam merencanakan audit yang meliputi empat keputusan penting tentang lingkup dan pelaksanaan audit. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan skala likert. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa hasil penilaian kelayakan dan pengujian pengendalian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern penjualan dinyatakan layak dan efektif, maka prosedur audit yang dilaksanakan adalah pengujian subtantif, staf audit yang ditugaskan adalah seorang amanajer audit, auditor senior dan auditor junior. 
Sumber: 
Situs Universitas Kristen Duta Wancana.www.SInta.com dikses tgl, 07-November-2009 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardiantha Saputra, mengenai  Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aktiva Tetap dan Perhitungan Besarnya Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan yang dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan di Kanwil DJP Jawa Barat Bagian II Bandung, dengan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif  analisis dan skala yang digunakannya adalah rasio. Pengujian yang dilakukan menggunakan uji beda dan uji t. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah PPH sebelum dan sesudah adanya perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap.
Sumber :
dspace.widyatama.ac.id, diakses tgl, 20-November-2009

	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supardiyo, mengenai Hubungan Antara Manajemen Laba, Good Corporate Governance dan Struktur Pengendalian Intern terhadap Perencanaan Audit, yang dilakukan terhadap 5 (lima) Kantor Akuntan Publik (KAP). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan survey dengan menggunakan skala likert serta uji hipotesis yang digunakan adalah uji t dan uji f. Hasil penelitiannya adalah bahwa antara manajemen laba, good corporate governance dan struktur pengendalian intern terhadap perencanaan audit, mempunyai hubungan yang kuat.
Sumber : 
supardiyo.files.wordpress.com, diakses tgl,  24 Desember 2009
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2.









Tabel 2.2
Perbedaan dan persamaan jurnal dengan judul yang diteliti oleh penulis

	No.
	Penulis dan Tahun
	Judul Penelitian
	Hasil Penelitian
	Perbedaan
	Persamaan

	1.
	Aminah
(2008)
	Dampak Hasil Penilaian Kelayakan dan Pengujian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Penjualan Kredit Terhadap Keputusan Penting Dalam Pelaksanaan Audit

	Sistem pengendalian intern penjualan kredit dinyatakan layak dan efektif. 

	Dalam penelitian ini, yang diteliti adalah sistem pengendalian intern sedangkan pada penelitian sebelumnya, yang diteliti adalah dampak hasil penilaian kelayakan dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern penjualan kredit.
	Penelitian yang dilakukan peneliti dan peneliti sebelumnya berada di dalam lingkup sistem pengendalian intern suatu organisasi.


	2.
	Ardiantha Saputra
(2005)
	Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aktiva Tetap dan Perhitungan Besarnya Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan
	Terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah PPH sebelum dan sesudah adanya perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap
	Dalam penelitian ini, yang diteliti adalah perencanaan pemeriksaan pajak, sedangkan pada penelitian sebelumnya adalah analisis perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap.
	Penelitian yang dilakukan peneliti dan peneliti sebelumnya berada dalam lingkup Perpajakan.

	3.
	Supardiyo
(2009)
	Hubungan Antara Manajemen Laba, Good Corporate Governance dan Struktur Pengendalian Intern terhadap Perencanaan Audit
	Antara manajemen laba, good corporate governance dan struktur pengendalian intern terhadap perencanaan audit, mempunyai hubungan yang kuat.
	Dalam penelitian ini, yang diteliti adalah perencanaan pemeriksaan pajak, sedangkan pada penelitian sebelumnya adalah perencanaan pemeriksaan pada 5 (lima) Kantor Akuntan Publik (KAP).
	Penelitian yang dilakukan peneliti dan peneliti sebelumnya berada dalam lingkup peerencanaan pemeriksaan.






2.3 Hipotesis
Setetelah kerangka pemikiran telah diuraikan, langkah selanjutnya yang akan penulis jelaskan adalah Hipotesis. Dimana hipotesis ini merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, yang masih memerlukan pembuktian. 
Dalam penelitian ini penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut :
“Sistem pengendalian intern berperan dalam menunjang perencanaan pemeriksaan pajak”.
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Hipotesis :
Sistem Pengendalian Intern Memiliki Peranan dalam Menunjang Perencanaan Pemeriksaan Pajak


Persiapan Pemeriksaan Pajak


Adanya kemungkinan kesalahan dalam menghitung besarnya pajak, salah dalam meggunakan peraturan perpajakan, penyelundupan, penggelapan dan manipulasi pajak dalam rangka penghindaran pajak
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